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Kata Pengantar  

Indonesia akan memasuki fase Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-

empat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Saat ini, 

Indonesia sedang menuju ekonomi fundamental yang lebih kuat dengan daya saing tinggi untuk 

menciptakan pembangunan ekonomi yang dinamis. Green Economy adalah salah satu dimensi yang 

mendukung ekonomi fundamental yang berkelanjutan dengan menjadikan investasi energi 

terbarukan dan efisiensi energi sebagai salah satu fokus dalam RPJMN 2020-2024. Pemerintah telah 

melakukan beberapa upaya dalam mendorong investasi energi terbarukan, salah satunya adalah 

dengan memberikan insentif. Namun, pemberian insentif saja belum cukup untuk mendorong 

investasi energi terbarukan. Selain itu, sektor EBT melibatkan banyak stakeholder sehingga 

dibutuhkan adanya upaya kolaboratif antar stakeholder untuk meningkatkan investasi dan 

pengembangannya.  

Policy paper ini menganalisis permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala perkembangan dan 

investasi EBT, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengatasi kendala-kendala 

tersebut menggunakan Regulatory Impact Assessment dan Strategic Environment Assessment. Hasil 

analisis ini kemudian akan menjadi rumusan studi latar belakang investasi energi terbarukan untuk 

mendukung Bappenas selama perumusan RPJMN 2020-2024.  
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Daftar Istilah 

Anti-dumping  Penolakan terhadap keputusan politik dagang yang 

menetapkan harga jual di pasar luar negeri lebih rendah dari 

harga pasar dalam negeri (harga normal).  

B20 Bahan bakar alternatif yang dibuat dengan mencampur 

bahan bakar solar dengan biodiesel yang dihasilkan dari 

produks pertanian. Angka setelah huruf B mencerminkan 

persentase campuran biodiesel. Misal: B20 artinya terdapat 

20% campuran biodiesel dalam bahan bakar tersebut.  

Blended finance Pembiayaan campuran, yang bersumber dari dana filantropi 

yang dihimpun masyarakat untuk memobilisasi modal 

swasta untuk investasi jangka panjang. Proses pembiayaan 

yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan 

(IJK) untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan 

berkelanjutan dengan memadukan unsur keberlanjutan1. 

BPP Biaya Pokok Penyediaan atau biaya penyediaan tenaga 

listrik 

BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

CSP  Concentrated Solar Power/sistem yang mengubah cahaya 

matahari menjadi energi panas yang digunakan untuk 

menggerakkan turbin uap dan menhasilkan listrik.  

DAK Dana Alokasi Khusus 

DMO Domestic Market Obligation. Pengutamaan pemasokan 

kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam 

negeri 

EBT     Energi Baru dan Terbarukan 

Emission trading scheme (ETS) Mekanisme pasar yang memungkinkan terjadinya negosiasi 

dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca.  

ET/RE     Energi Terbarukan/Renewable Energi 

Externalities cost Biaya eksternal adalah biaya yang dibayarkan sebagai 

kompensasi dari efek negatif yang ditimbulkan oleh sebuah 

 
1 ¢ƻƴƪƻƴƻƎȅΣ .Φ Ŝǘ ŀƭΦ όнлмуύ Ψ! wŜǇƻǊǘ ŦƻǊ ǘƘŜ .ǳǎƛƴŜǎǎ ϧŀƳǇΤ {ǳǎǘŀƛƴŀble Development Commission and the Blended 
CƛƴŀƴŎŜ ¢ŀǎƪŦƻǊŎŜΩΣ όWŀƴǳŀǊȅύΦ !ǾŀƛƭŀōƭŜ ŀǘΥ ƘǘǘǇǎΥκκŎƭƛƳŀtepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2018/01/Blended-
Finance-in-Clean-Energy-Experiences-and-Opportunities.pdf. 
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aktivitas ekonomi, mis: pencemaran air, limbah beracun, 

polusi udara. 

FGD     Focus Group Discusssion 

GAR     Gross as Received 

GHG     Green House Gas/Gas Rumah Kaca (GRK) 

Green Bond/Green Finance Produk dan layanan keuangan dengan mempertimbangkan 

faktor lingkungan pada saat pemberian pinjaman, 

mempromosikan investasi yang bertanggung jawab pada 

lingkungan dan merangsang emisi karbon rendah. 

Gt CO2      Gigatonnes of Carbon Dioxide 

HBA     Harga Batubara Asia 

IEA     International Energy Agency 

IFC      International Finance Corporation 

JICA     Japan International Cooperation Agency 

RIA Method  Regulatory Impact Assessment / Analisis Dampak Regulasi 

adalah salah satu cara yang banyak digunakan di negara 

maju untuk mengkaji permasalahan dan kebutuhan suatu 

regulasi, menghitung untung-ruginya (analisis manfaat dan 

biaya) dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi 

atas masalah yang diidentifikasi. 

MHPP      Micro Hydro Power Plant  

Mt     Million tonnes 

Mtce     Million tonnes of coal equivalent (= 0.697) 

Mtoe     Million tonnes of oil equivalent 

Multi Criteria Analysis (MCA) Metode pengambilan keputusan yang logis dan terstruktur 

untuk masalah yang kompleks, dengan menggunakan 

banyak/multi  kriteria. 

MWp     Megawatt-peak 

NDC     National Determined Contribution 

Off-grid Sistem pembangkit listrik untuk daerah terpencil/pedesaan 

yang tidak terjangkau oleh jaringan PLN. 

Off-taker    Pihak yang membeli (dalam hal ini tenaga listrik). 
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On-grid Sistem pembangkit listrik yang terhubung dengan jaringan 

PLN 

OTEC     Ocean Thermal Energy Conversion 

PDB Produk Domestik Bruto 

PDRB Produk Domestik Regional Bruto 

Power Wheeling  Penyaluran listrik oleh pembangkit swasta ke suatu kawasan 

industri menggunakan jaringan transmisi yang ada, yang 

dioperasikan oleh unit pengatur beban agar keandalan 

sistem terjaga.  

PPA/PJBL    Power Purchase Agreement/Perjanjian Jual Beli Listrik 

PV Photovoltaic/Fotovoltaik adalah konversi cahaya menjadi 

listrik menggunakan semikonduktor yang memberi efek 

fotovoltaik, sebuah fenomena yang dipelajari dalam fisika, 

fotokimia dan elektrokimia.  

Expected Rate of return Besaran pengembalian yang diharapkan oleh institutional 

investor maupun investor perseorangan yang didasarkan 

pada paparan dari resiko-resiko selama masa investasi 

REN21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, 

sebuah lembaga think tank dan jaringan multi-stakeholder 

global yang berfokus pada kebijakan energi terbarukan.  

RUEN Rencana Umum Energi Nasional adalah kebijakan 

pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat 

nasional yang merupakan penjabaran dan rencana 

pelaksanaan dari Kebijakan Energi Nasional yang bersifat 

lintas sektor.  

RUPTL     Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

SDG     Sustainable Development Goals 

Sistem hibrid Penggabungan dua atau lebih sistem pembangkitan listrik 

dengan sumber energi yang berbeda.  

TKDN      Tingkat Kandungan Dalam Negeri 

VRE Variable Renewable Energy adalah sumber energi 
terbarukan yang secara natural bersifat fluktuatif, sehingga 
belum tentu tersedia saat pengguna mungkin 
membutuhkannya. Berbeda dengan listrik yang dihasilkan 
oleh pembangkit listrik tenaga nuklir atau batubara yang 
dapat menyediakan supplai yang stabil sehingga tersedia 
kapan saja. VRE paling umum adalah surya,  dan angin.  
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POLICY PAPER 
INVESTASI ENERGI TERBARUKAN 

Ringkasan Eksekutif 

1. Indonesia merupakan negara dengan konsumsi energi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan 

menempati urutan kelima sebagai negara dengan konsumsi energi primer di Asia Pasifik setelah 

China, India, Jepang dan Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 5,1 

persen per tahun di lima tahun terakhir (World Bank, 2019) diikuti dengan pertumbuhan konsumsi 

listrik sebesar 7 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama (PLN, 2018).  

2. Pada tahun 2017, pemerintah menargetkan untuk meningkatkan akses listrik untuk semua di tahun 

2022 dan mendorong energi bersih yang rendah emisi dengan mengupayakan tercapai bauran 

energi dari energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan  31% pada tahun 20502. Selain itu, 

pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 29% 

(unconditional target) di tahun 2030 dan sebesar 41% (conditional target) dengan dukungan 

masyarakat global.  

3. Target optimistik tersebut membutuhkan komitmen dari pemerintah bersama semua pemangku 

kepentingan di bidang energi untuk dapat mewujudkannya. Dibutuhkan dana yang cukup besar 

untuk mendorong (paling tidak) tumbuhnya pemanfaatan energi terbarukan di tahun 2025 melalui 

tambahan kapasitas terpasang dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 7,4GW ς skala 

besar, sedang dan kecil ς, dari pemanfaatan panas bumi sebesar 4,36 GW, dari tenaga surya 903 

MW, tenaga bayu sebesar 850 MW, serta pemanfaatan biomassa sebesar 740 MW.  

4. Upaya perwujudan target di tahun 2025 dan 2030 membutuhkan investasi yang mencapai sebesar 

167 miliar USD (harga pada tahun 2018) dengan perkiraan kebutuhan pendanaan dari sumber 

pinjaman yang mencapai 60.9 miliar USD dengan didukung dana ekuitas sebesar 106.3 miliar USD. 

5. Perwujudan target mendorong energi bersih dan pengurangan emisi perlu didukung dengan 

kebijakan pemerintah yang stabil dan mampu menarik investasi swasta dalam 

mengimplementasikan dan mengoperasikan energi terbarukan.  

6. Distribusi pendukung yang belum merata; sebagian besar penduduk tersebar di kawasan barat 

Indonesia dan kawasan timur dengan kepadatan pendukuk yang relatif lebih rendah. 

Pengembangan energi terbarukan di kawasan dengan kepadatan tinggi di kawasan barat Indonesia 

membutuhkan dukungan kebijakan yang spesifik, opsi teknologi yang spesifik, dengan insentif yang 

mendorong konsumsi dan pembangkit yang berkelanjutan. Di lain pihak, kawasan timur 

 
2 Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 mengenai Rencana Umum Energi Nasional   
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membutuhkan pendekatan yang berbeda dan disesuaikan dengan kondisi permintaan listrik dan 

ketersediaan sumber tenaga di masing-masing kawasan. 

7. Konsumsi batubara untuk mendukung pembangkitan tenaga listrik secara nasional diperkirakan 

masih akan dominan. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan batubara 

(dan diesel) serta pengurangan dampak lingkungan dari penggunaan sumber energi ini untuk 

membangkitkan tenaga listrik.  

8. LƴǘŜǊǇǊŜǘŀǎƛ ŘŀǊƛ aY ǘŜǊƘŀŘŀǇ ¦¦ bƻΦол ǘŀƘǳƴ нллф ȅŀƴƎ ƳŜƳǳǘǳǎƪŀƴ ƳŜƴƎŜƴŀƛ ΨƪƻƴǘǊƻƭΩ 

penyediaan tenaga listrik dimana PLN memegang monopoli penyediaan layanan ketenagalistrikan 

secara nasional. Hal ini menghambat proses pengambilan keputusan terkait dengan penguatan 

rantai nilai dan pasok ketenagalistrikan di Indonesia. 

9. Subsidi pemerintah untuk diesel yang dipergunakan bagi pembangkitan bisa dimanfaatkan untuk 

penyesuaian power demand dalam waktu singkat (rapid responses), ataupun dipergunakan sebagai 

pembangkitan untuk jangka panjang. Subsidi dapat diberikan dengan besaran finansial yang 

spesifik dengan mempertimbangkan agregat biaya lingkungan. 

10. Penentuan pilihan teknologi energi terbarukan secara umum, terutama untuk PLTS dan PLTB, 

memberikan alternatif energi bersih terutama dengan harga yang semakin kompetitif. Penggunaan 

sistem hibrid dengan pemanfaatan baterai untuk mengurangi intermittency dan pengaturan 

frekuensi cukup efektif dari segi biaya (disesuaikan dengan kondisi pada setiap kasus) dapat 

dikembangkan skala operasinya dengan mempertimbangkan kondisi permintaan tenaga listrik dan 

faktor lain yang mempengaruhi kondisi dari setiap proyek.  

 

Prinsip Kebijakan 

Beberapa prinsip kebijakan yang direkomendasikan untuk lima tahun mendatang: 

1. Pemenuhan kebutuhan listrik untuk penggunaan hunian, industri, komersial, pemerintahan 

serta fungsi sosial perlu mempertimbangkan pemanfaatan sumber energi yang efisien dan 

ramah lingkungan untuk memastikan ketersediaan energi di masa yang akan datang. 

2. Kebijakan ketenagalistrikan yang mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien ς 

sumberdaya alam, manusia dan waktu ς melalui pembentukan kelembagaan dan platform 

harga kompetitif untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya yang paling efisien yang mampu 

melayani seluruh segmen pelanggan dengan harga serendah mungkin. 

3. Kebijakan yang mendorong penyederhanaan proses persetujuan dan perizinan yang konsisten 

dan meminimalkan conflict of interest dari sisi personal maupun institusi yang terlibat dalam 

proses. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi risiko dalam 

pengembangan energi terbarukan. 

4. Kebijakan perlu ditujukan untuk mendorong penciptaan pasar ketenagalistrikan yang 

kompetitif, yang memberikan manfaat dan pemasukan untuk sumber sekunder seperti sektor 

pariwisata, perikanan, dan kelautan.. Dengan demikian, dapat mendorong pembiayaan 

proyek-proyek yang lebih berkelanjutan. 

5. Dukungan insentif dan kebijakan untuk mendorong percepatan energi terbarukan diperlukan 

untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian investasi yang kemudian dapat mengurangi cost 

of fund dan expected rate of return, tingkat pengembalian yang diharapkan, yang disyaratkan 

oleh  lembaga pendanaan dan investor.  
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Rekomendasi Kebijakan 

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan 

kajian literatur, kebijakan dan peraturan, konsultasi stakeholder yang cukup ekstensif yang melibatkan 

hampir semua stakeholder dari sektor energi terbarukan. Pada proses konsultasi dengan pemangku 

kepentingan di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian 

Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Multilateral 

Development Banks (MDB), partner pembangunan, pengembang, dan pelaksana pembangunan 

proyek energi terbarukan. Dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, dilakukan analisis dampak 

lingkungan strategis dari rencana kebijakan yang diusulkan, sesuai dengan Permen LHK No. 69 tahun 

20173, dan penilaian dampak dari kebijakan dan program yang diusulkan dengan menggunakan 

metodologi Regulatory Impact Assessment (RIA) yang dikembangkan oleh Bappenas pada tahun 2011.  

Beberapa rekomendasi kebijakan yang mendasar mencakup: 

1. Implementasi kebijakan domestic market obligation (DMO) perlu dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan dua aspek: i) target kuantitas, yaitu penetapan kuantitas penggunaan 

batubara untuk kebutuhan domestik, yang pada dasarnya merupakan fungsi dari harga, perlu 

ditetapkan secara berkala untuk setiap tiga bulan ke depan/mendatang dan ii) harga, 

Kpenetapan harga batubara domestik menggunakan harga dari pasar internasional (Asian 

Market Price) sebagai harga acuan; 

2. Pengurangan konsumsi batubara secara marginal untuk kebutuhan dalam negeri dilakukan 

dengan implementasi harga marginal batubara yang mengacu harga pasar internasional 

(relatif terhadap HBA/Harga Batubara Asia). Dalam kebijakan ini, pemerintah tidak perlu 

memberlakukan tambahan kapasitas produksi (allowance) untuk mengkompensasi 

kehilangan finansial dari pemasok/penambang batubara untuk memenuhi persyaratan DMO 

dengan harga HBA yang disubsidi. Kebijakan ini diharapkan akan mampu meningkatkan rasio 

cadangan produksi batubara yang diperhitungkan dari total cadangan tersisa terhadap total 

kapasitas produksi tahunan dan mampu meningkatkan upaya perbaikan lingkungan global.  

3. Pemberlakuan harga batubara dengan menggunakan acuan harga Asian Market akan 

berdampak pada biaya yang membengkak untuk pembangkitan tenaga listrik. Pembengkakan 

harga ini diusulkan untuk dibebankan kepada pelanggan menengah besar yang secara 

komposisi mencapai sebesar 1,085% dari total pelanggan yang total konsumsinya mencapai 

40,3% dari total listrik terjual. Jenis pelanggan yang akan memikul biaya ini mencakup 

pelanggan hunian menengah-mewah, komersial/bisnis, industri, instansi pemerintah dan 

layanan umum. Secara bersamaan, pemerintah perlu memberlakukan struktur tarif baru yang 

lebih disesuaikan dengan kebutuhan biaya pembangkitan, transmisi dan distribusi, serta biaya 

pemulihan lingkungan dari sisi pembangkitan energi.   

4. Penguatan mekanisme penetapan dan penentuan secara rinci Wilayah Usaha Kerja listrik 

untuk menumbuhkan ketertarikan pengembang untuk ikut mendukung peningkatan akses 

listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan. 

 
3 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 



  

 

Studi Tematik RPJMN 2020-2024  

Investasi Energi Terbarukan   xvi 

 

5. Penguatan dan pematangan mekanisme power wheeling yang memungkinkan 

perusahaan/pengembangan EBT menjual listrik langsung kepada  pelanggan.   

6. Untuk mendukung operasi dari PLN, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian special 

fund untuk membiayai peningkatan kapasitas jaringan transmisi serta untuk pengembangan 

dan penyiapan sumberdaya untuk memfasilitasi pembangunan pembangkit energi 

terbarukan. 

7. Untuk mengurangi dampak lingkungan dari pembangkit listrik tenaga diesel serta 

pengurangan biaya transportasi dan operasi dari pembangkit di pulau dan daerah terpencil 

(remote area). Untuk daerah yang dilayani oleh pembangkitan tenaga diesel (yang 

dioperasikan selama 4, 8, 12 dan 24 jam setiap hari), dapat dikombinasikan/ hibrid dengan 

sumber dari pembangkit tenaga surya untuk mengoptimalkan keekonomian pembangkitan 

dan penggunaan bahan bakar. Pihak-pihak yang berperan dan terlibat dalam rantai pasok 

pengoperasian pembangkit saat ini, sebaiknya difasilitasi untuk dapat melanjutkan kegiatan 

operasi dan pemeliharaan fasilitas pembangkit dari energi terbarukan seperti dari pembangkit 

tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan, terutama untuk layanan siang hari. 

8. Pembentukan institusi independen Pusat Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (PPEBT) 

yang berada di bawah kementerian ESDM. Lembaga ini berperan sebagai: think-tank; dapat 

menerima hibah dan pendanaan konsesional dari mitra pembangunan dan lembaga donor; 

melakukan pengumpulan dan validasi data sumberdaya dan potensi energi terbarukan; 

supervisi penyelengaraan survei dan pengumpulan data primer energi terbarukan; dan 

menyediakan data untuk prospektus investasi. Data yang disediakan kemudian disampaikan 

dalam dokumen pengadaan pembangunan dan pengembangan energi terbarukan. 

9. PPEBT secara khusus dapat mengidentifkasi dan menyusun mekanisme kontrak energi 

terbarukan dengan biaya yang paling ekonomis bagi PLN untuk setiap daerah geografis 

(dengan melibatkan swasta, CSO/LSM, anak perusahaan dari BUMN, PLN dsb). Disamping itu, 

PPEBT akan berperan sebagai pihak independen dalam proses Power Purchase Agreement 

(PPA/PJBL), dan akan bertanggung jawab melakukan verifikasi pembayaran transaksi listrik 

sesuai dengan sumber tenaga yang dibangkitkan dan jumlah listrik yang disalurkan, serta 

menjalin komunikasi dengan pihak IPP secara periodik.  
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POLICY PAPER 
INVESTASI ENERGI TERBARUKAN 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1. Indonesia merupakan negara dengan konsumsi energi terbesar di Kawasan Asia Tenggara dan 

urutan kelima di Asia Pasifik dalam konsumsi energi primer, setelah China, India, Jepang, dan Korea 

Selatan. Pertumbuhan PDB yang tinggi, mencapai rata-rata 6,4% per tahun selama periode 2017-2050, 

diperkirakan akan mendorong peningkatan kebutuhan energi Indonesia di masa depan4. Hal ini berarti 

peran Indonesia dalam pasar energi dunia dan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca global 

akan semakin signifikan.  

2. Indonesia telah menjadi negara net importir BBM sejak 2004 dengan sepertiga dari konsumsi 

BBM Indonesia di tahun 2016 dipenuhi melalui impor. Jika kebutuhan energi yang didominasi oleh 

BBM ini terus meningkat tanpa ada perubahan pola pemakaian energi, khususnya sektor 

ketenagalistrikan, maka keberlangsungan dan ketahanan energi Indonesia akan terganggu.  

3. Sektor ketenagalistrikan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim dengan besarnya 

emisi gas rumah kaca. Target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia yang tercantum dalam 

National Determined Contribution, yaitu sebesar 29% (314 juta ton CO2e) dengan upaya mandiri 

(unconditional target) atau sebesar 41% (398 juta ton CO2e) dengan bantuan luar negeri (conditional 

target) pada tahun 2030 akan menjadi sulit dicapai, jika komitmen pemerintah dalam meningkatkan 

bauran EBT masih rendah.  

4. Indonesia termasuk negara yang paling rentan terhadap dampak dari kenaikan suhu dan 

perubahan iklim. Fakta ini mendorong upaya pemerintah dari sisi ekonomi, teknologi, dan politik 

untuk menurunkan emisi yang antara lain dapat dicapai dengan sektor ketenagalistrikan yang lebih 

bersih. Hal ini memberi tekanan besar pada kementerian terkait terutama kepada Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) yang memegang monopoli distribusi listrik dan merupakan off-taker tunggal untuk 

semua listrik yang diproduksi. 

5. Perkembangan teknologi energi terbarukan saat ini semakin matang. Hal ini juga diikuti dengan 

semakin berkembangnya pasar energi tebarukan terutama variable renewable energy (VRE).  Harga 

energi terbarukan (khususnya teknologi bayu dan solar) yang cenderung semakin murah memaksa 

perusahaan penyedia ketenagalistrikan, pembuat kebijakan, dan regulator di seluruh dunia 

mempertimbangkan dan memperhitungkan kembali pengelolaan dan perencanaan sektor listrik. 

 
4 Bappenas, 2019 
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Penurunan biaya energi terbarukan yang signifikan memberikan tekanan pada harga listrik yang 

didominasi oleh pembangkit dari bahan bakar fosil terutama dari batubara.  

6. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan standar hidup, urbanisasi, dan pertumbuhan 

populasi merupakan pendorong meningkatnya permintaan listrik secara signifikan. Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia menempati posisi tiga besar di Asia, yaitu setelah China dan India dengan angka 

perumbuhan mencapai angka 5,5 persen pertahunPertumbuhan ekonomi yang cukup baik di 

Indonesia berdampak pada peningkatan jumlah masyarakat ekonomi menengah yang diikuti dengan 

peningkatan konsumsi barang dan jasa, termasuk permintaan listrik. Pertumbuhan masyarakat 

menengah di perkotaan mendorong tumbuhnya luasan kawasan kota yang perlu dilayani oleh 

penyedia layanan listrik juga menjadi tantangan penyediaan sistem yang handal. Pertumbuhan listrik 

nasional diperkirakan mencapai 6,42% (RUPTL 2019-2028).  

7.  Pertumbuhan konsumsi listrik pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan 

pertumbuhan konsumsi pada periode waktu yang sama di lima tahun sebelumnya (2014-2019)5. 

Kecenderungan ini disebabkan perkembangan teknologi dan inovasi efisiensi penggunaan daya listrik6. 

Hal ini mendorong perusahaan utiliti (PLN) untuk mengoptimalkan sisi pembangkitan dengan 

mengoptimalkan pertumbuhan VRE dan memakai peralatan listrik yang lebih efisien. 

8. Penyediaan listrik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, sesuai dengan yang 

diamanatkan oleh UU No. 30 tahun 2007 dan UU No. 30 tahun 2009, masih merupakan tantangan 

besar bagi sektor ketenagalistrikan. Oleh karena itu, pemerintah memandang upaya meningkatkan 

bauran energi dari sumber energi terbarukan menjadi salah satu agenda prioritas untuk mengurangi 

ketergantungan impor energi demi mencapai kedaulatan energi nasional (PLN, 2012). Namun di lain 

pihak, penyediaan listrik murah sebagai agenda politik menjadi hambatan berkembangnya energi 

terbarukan. 

9. Indonesia memasuki perencanaan jangka menengah keempat dalam rencana jangka panjang 

menuju tahun 2030. Pada tahap ini, Indonesia memusatkan diri pada pembangunan fundamental 

ekonomi yang lebih kuat dengan daya saing tinggi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang 

dinamis. Ekonomi hijau adalah salah satu dimensi yang mendukung ekonomi fundamental 

berkelanjutan dengan investasi di energi terbarukan dan efisiensi energi menjadi salah satu fokus 

dalam RPJMN berikutnya (2019-2024). 

10. Intensitas energi Indonesia pada tahun 2018 relatif tidak berubah dibandingkan tahun 

sebelumnya.7 Namun, intensitas energi telah mengalami penurunan rata-rata 2,7% selama 10 tahun 

terakhir. Angka intensitas energi diharapkan dapat turun menjadi 1% per tahun sampai dengan tahun 

2025 untuk skenario 1 dan 2030 untuk skenario 2 (KEN, 2017), sehingga diperlukan upaya yang kuat 

dari semua pihak untuk mewujudkan agenda nasional ini. 

11. Konsumsi energi primer di Indonesia meningkat sebesar 5,0% pada tahun 2017, dibandingkan 

dengan tahun 2016, jauh di atas rata-rata pertumbuhan tahunan 2,9% yang terdaftar selama 10 tahun 

terakhir. Energi primer Indonesia sebagian besar dipasok oleh minyak, batubara dan gas alam.  Pada 

tahun 2018, Indonesia telah memproduksi 231,15 TWh listrik dan menjual sebesar 223,53 TWh. 

Besaran produksi tersebut terdiri dari 135 TWh daya yang dihasilkan dari batubara, 16,8 TWh dari 

 
5 RUPTL PLN 2019-2028 
6 RUPTL PLN 2019-2028 
7 ESDM, 2019 
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PLTA, 11,56 TWh dari PLTP dan sisanya dari kontribusi teknologi ET lainnya seperti solar, biomas dan 

PLTB. 

1.2 Kerangka Penulisan 

12. Dokumen masukan teknis disusun dalam beberapa bab. Bab 1 akan menjabarkan mengenai 

kondisi umum dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia pada tahun 2019-2024 terutama 

terkait dengan pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 serta 

mempersiapkan terwujudnya pencapaian target penurunan emisi pada tahun 2030. Bab 2 

memaparkan kondisi energi terbarukan secara umum dengan penjelasan mengenai kondisi 

pencapaian energi terbarukan secara global dan tantangan yang dihadapi secara nasional. Bab 2 

menjadi awal pembahasan energi terbarukan, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis yang lebih 

rinci pada Bab 3. Selanjutnya, hasil dari analisis dijabarkan pada prinsip kebijakan investasi energi 

terbarukan untuk kerangka jangka menengah 2019-2024. Prinsip kebijakan kemudian diperinci pada 

Bab 5 dalam rekomendasi kebijakan investasi energi terbarukan. Pada bab 6, dilakukan analisis 

terhadap semua rekomendasi kebijakan investasi energi terbarukan secara terintegrasi dengan 

mempergunakan metoda multi criteria analysis (MCA). Hasil analisis ini adalahusulan prioritas yang 

dapat disusun secara sistematis menjadi rencana aksi investasi energi terbarukan. 
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2. Kondisi Energi Terbarukan 

2.1 Kondisi Global 

2.1.1 Kondisi Energi Global   

13. Konsumsi energi global pada tahun 2018 meningkat dua kali lipat dari pertumbuhan rata-rata 
tahun 2010-20178. Pertumbuhan konsumsi tersebut diperkirakan mencapai 2,3% dan didorong oleh 
pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kebutuhan akan penghangat dan pendingin ruangan di 
beberapa belahan dunia. Permintaan gas alam masih mendominasi sekitar 45% dari total permintaan 
energi sedangkan pertumbuhan pemanfaatan tenaga surya dan angin telah meningkat hingga dua kali 
lipat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan permintaan listrik menyumbang setengah dari 
pertumbuhan kebutuhan energi dunia. 

 

Gambar 2-1 Rata-rata Pertumbuhan Tahunan Permintaan Energi Primer Global berdasarkan Bahan Bakar 

Sumber: International Energy Agency, 2018 

 

14. Permintaan listrik dunia pada tahun 2018 meningkat sebesar 4% atau 900 TWh dibandingkan 
tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut merupakan yang terbesar sejak tahun 2010. Berbagai upaya 
diversifikasi telah dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut, salah satunya dengan 
pemanfaatan energi terbarukan dan tenaga nuklir. Keduanya mengalami peningkatan daya dari 6% 
pada 2017 menjadi 7% pada tahun 2018 dan memenuhi 45% permintaan listrik global. Peningkatan 
pemanfaatan energi terbarukan mencapai rekor tertingginya di beberapa negara, seperti Jerman yang 
untuk pertama kalinya menggunakan energi terbarukan melebihi energi dari batubara. Solar PV dan 
angin masing-masing menyumbang 30% dari pertumbuhan energi terbarukan secara global dan 
sebagian besar lainnya berasal dari bioenergi. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir 
meningkat 3,3% atau 90 TWh dengansetengahnya beroperasi di Cina.  

 
8 Global Energy and CO2 Status Report, International Energy Agency 2018. 
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Gambar 2-2 Perubahan Pembangkit Listrik Berdasarkan Sumberdaya 

Sumber: International Energy Agency, 2018 

 

Tabel 2-1 Kondisi Pembangkit Global Berdasarkan Sumber Energi 

 

Sumber: International Energy Agency, 2018 

 

15. Permintaan batubara dunia meningkat 0,7% atau 40 Mtce pada tahun 2018 dengan 
peningkatan permintaan tertinggi di Asia. Meskipun mengalami peningkatan, namun peran batubara 
dalam bauran energi global terus menurun secara perlahan. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 
secara signifikan mengalami perlambatan sebesar 4,5% dari tingkat pertumbuhan tahunan pada tahun 
2000 hingga 2010. Peningkatan permintaan batubara hanya terjadi di beberapa negara di Asia seperti 
Cina, India, dan beberapa negara di Asia Selatan dan Tenggara karena meningkatnya permintaan listrik 
di negara-negara tersebut. Penggunaan batubara di Asia Tenggara, seperti di Indonesia, Vietnam, 
Filipina, dan Malaysia meningkat secara signifikan akibat dorongan peningkatan konsumsi listrik dan 
ketergantungannya pada batubara untuk pembangkit listrik. Asia merupakan satu-satunya wilayah 
dengan peningkatan penggunaan batubara dalam bauran energi pada tahun 2018.  
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Gambar 2-3 Permintaan Batubara Berdasarkan Ekonomi Terpilih, 2000-2018 

 Sumber: International Energy Agency, 2018 

 

2.1.2 Emisi Gas Rumah Kaca di Dunia  

16. Emisi CO2 pernah berada pada posisi stagnan antara 2014 dan 2016. Hal tersebut terjadi karena 
adanya peningkatan efisiensi energi yang signifikan dan pengembangan teknologi rendah karbon, 
yang berdampak pada penurunan permintaan batubara. Namun, pada tahun 2018, emisi CO2 
meningkat sekitar 1,7% dan menyebabkan emisi dari sektor energi mencapai rekor tertinggi sepanjang 
sejarah, mencapai 33,1 Gt CO2. Pertumbuhan produktivitas energi belum mampu mengimbangi 
pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Sumber energi yang lebih rendah karbon belum mampu 
menjadi pilihan cepat dan tepat untuk memenuhi kenaikan permintaan energi global. 

 

 

Gambar 2-4 Emisi Karbon Dioksida Terkait Energi Global Berdasarkan Sumberdaya, 1990-2018 

Sumber: International Energy Agency, 2018 

 

17. Pembangkit listrik tenaga batubara menjadi kontributor terbesar dalam peningkatan emisi gas 
rumah kaca pada tahun 2018, dengan peningkatan 2,9% (280 Mt) dibandingkan dengan tahun 2017. 
Akibatnya, pembangkit listrik tenaga batubara menyumbang 30% dari emisi CO2 global. Meskipun 
penggunaan batubara mengalami peningkatan, peralihan bahan bakar batubara ke gas alam 
mengalami percepatan pada tahun 2018 hingga mampu mengurangi intensitas karbon dari 
penggunaan energi global. Peralihan batubara ke gas mencapai sekitar 60 Mt dari permintaan 
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batubara dan membantu mengurangi 95 Mt emisi CO2. Tanpa transisi tersebut, peningkatan emisi 
diperkirakan meningkat 15% lebih besar. 

 

Gambar 2-5 Perubahan Emisi CO2 Terkait Energi Global dan Emisi yang Dihindari 

Sumber: International Energy Agency, 2018 

 

18. Peningkatan penggunaan energi terbarukan pada tahun 2018 memberikan manfaat pada 
pengurangan emisi CO2 sebesar 215 Mt. Pengurangan emisi global melalui energi terbarukan 
didominasi oleh Cina dan Eropa yang secara bersama-sama berkontribusi dalam dua per tiga dari total 
emisi global. Peningkatan pembangkit listrik tenaga nuklir juga mengurangi emisi mencapai 60 Mt. 
Secara keseluruhan, tanpa adanya transisi menuju pembangkit rendah karbon, pada tahun 2018, 
pertumbuhan emisi CO2 dapat mencapai 50% lebih tinggi.  

2.1.3 Perkembangan Energi Baru Terbarukan 

19. Pemanfaatan energi terbarukan meningkat sebesar 4% atau seperempat dari pertumbuhan 
permintaan energi global pada tahun 2018. Sektor ketenagalistrikan memimpin peningkatan tersebut 
melalui pembangkit listrik tenaga energi terbarukan. Solar PV, pembangkit listrik tenaga air dan angin 
masing-masing menyumbang sekitar sepertiga dari pertumbuhan energi terbarukan, dan bioenergi 
menyumbang sebagian besar sisanya. Energi terbarukan mencakup hampir 45% dari pertumbuhan 
pembangkit listrik dunia dan saat ini menyumbang lebih dari 25% dari output daya global. 

 

 

Gambar 2-6 Pertumbuhan Pembangkit Listrik Terbarukan Berdasarkan Wilayah dan Teknologi 

Sumber: International Energy Agency, 2018 
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2.2 Kondisi Indonesia  

20. Hingga Oktober 2018, terdapat 6.671 unit pembangkit di Indonesia yang terdiri atas 5.921 unit 
milik PLN, 313 unit pembangkit swasta, dan 437 unit pembangkit sewa. Total kapasitas terpasang 
pembangkit yang dihasilkan mencapai 56.509,53 MW yang terdiri atas pembangkit PLN sebesar 
40.486,60 MW, swasta 13.350,79 MW, dan sewa 2.672,14 MW.  

 

 
Pembangkit EBT: PLTA/PLTM; PLTP; PLTBiomasa; PLTSa; PLTS; PLTBiofuel; PLT EBT Lain 

Pembangkit Non-EBT: PLTG; PLTGU; PLTMG; PLTD; PLTGB; PLTU Batubara; PLTU Minyak/Gas 

Gambar 2-7 Grafik Perkembangan Realisasi Kapasitas Pembangkit Nasional 

Sumber: RUPTL 2019-2028 
 

21. Konsumsi batubara untuk pembangkit listrik di Indonesia tumbuh tiga kali lipat10 dari 25,80 juta 
ton pada tahun 2011 menjadi 75,95 juta ton pada tahun 2016 yang kemudian mengalami penurunan 
menjadi 62 juta ton pada tahun 2017. Realisasi kapasitas terpasang pembangkit EBT hingga Oktober 
2018 baru mencapai 7.016,74 MW, sedangkan pembangkit yang bersumber dari Non-EBT sudah 
mencapai 49.492,78 MW. Kapasitas yang dihasilkan oleh seluruh pembangkit EBT hanya berkontribusi 
sebesar 13,19%, sementara Non-EBT mencapai 86,81%. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan 
terhadap pembangkit Non-EBT, terutama batubara masih sangat tinggi. 

22. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menawarkan batubara dengan harga khusus untuk 
konsumsi domestik, terutama untuk pembangkit listrik, dengan menempatkan pagu11 pada harga USD 
70 untuk periode dua tahun mulai 1 Januari 2018. Patokan harga batubara Indonesia (HBA) adalah 
harga komposit12  yang dibuat setara (bobot 25% untuk setiap indeks) penilaian Platts Kalimantan 

 
10 RUPTL 2018 ς 2027, halaman IV-12 
11 ²ƛƭŘŀ !ǎƳŀǊƛƴƛ ŀƴŘ CŜǊƎǳǎ WŜƴǎŜƴ όнлмуύ άIndonesia Caps DomestƛŎ /ƻŀƭ tǊƛŎŜ ŦƻǊ tƻǿŜǊ {ǘŀǘƛƻƴǎέΣ Jakarta Globe, 09 
March 2018, https://jakartaglobe.id/business/indonesia-caps-domestic-coal-price-power-stations/, last accessed 11 November 
2018. 
12 wŜǳǘŜǊǎΣ άLƴŘƻƴŜǎƛŀ ǿŀƴǘǎ ǘƻ ŜȄǇƻǊǘ ƳƻǊŜ ŎƻŀƭΣ ōǳȅŜǊǎ ƛƎƴƻǊŜ ǘƘŜ ŎŀƭƭέΣ Money Control, 11 October 2018, 
https://www.moneycontrol.com/news/world/indonesia-wants-to-export-more-coal-buyers-ignore-the-call-3033401.html, last accessed 
11 November 2018. 
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5.900 kkal/kg, Indeks Batubara Argus-Indonesia untuk 6.500 kkal/kg, Indeks Ekspor Newcastle sebesar 
6.322 kkal/kg dan batubara global Newcastle pada tingkat 6.000 kkal/kg. Harga HBA bulanan dalam 
USD per ton tercantum pada tabel berikut. 

 
Tabel 2-2 Harga Dasar Batubara Termal (HBA) dalam USD/ton 

Bulan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Januari 109.29 87.55 81.90 63.84 53.20 86.23 95.54 

Februari 111.58 88.35 80.44 62.92 50.92 83.32 100.69 

Maret 112.87 90.09 77.01 67.76 51.62 81.90 101.86 

April 105.61 88.56 74.81 64.48 52.32 82.51  

Mei 102.12 85.33 73.60 61.08 51.20 83.81  

Juni 96.65 84.87 73.64 59.59 51.87 75.46  

Juli 87.56 81.69 72.45 59.16 53.00 78.95  

Agustus 84.65 76.70 70.29 59.14 58.37 83.97  

September 86.21 76.89 69.69 58.21 63.93 92.03  

Oktober 86.04 76.61 67.26 57.39 69.07 93.99  

November 81.44 78.13 65.70 54.43 84.89 94.84  

Desember 81.75 80.31 69.23 53.51 101.69 94.04  

Rata-rata 95.5 82.9 72.6 60.1 61.8 85.9  

Sumber: Kementerian ESDM 
 

23. Tarif listrik di Indonesia tidak berubah dari tahun 2015 hingga 201613, bahkan ketika subsidi 

BBM mengalami penurunan pada tahun 2014. Peningkatan pada tarif layanan listrik baru terjadi pada 

tahun 2017 sebanyak tiga kali. Tarif pengguna listrik yang berlaku hingga Juni 2018 dijabarkan pada 

tabel 3. 

 
Tabel 2-3 Tarif Ritel Listrik Setiap Kelompok Konsumen PT PLN (Persero) April ς Juni 2018 

Subsidi 
Tipe Slab Rate IDR/kWh Rate USD /kWh 

Rumah Tangga  450 VA 415 0.03 

Rumah Tangga  900 VA 586 0.04 

Non-Subsidi 

Tipe Slab Rate (IDR) Rate (USD) 

Rumah tangga kecil  1300 VA 1,467.28 0.10 

Rumah tangga kecil 2200 VA 1,467.28 0.10 

Rumah tangga sedang 3500 VA 1,467.28 0.10 

Rumah tangga besar s d 5500 VA 1,467.28 0.10 

Bisnis menengah 6600 VA to 200 kVA 1,467.28 0.10 

Bisnis besar Diatas 200 kVA 1,035.78 0.07 

 
13 9L¦ όнлмуύ ά!ŘƳƛƴƛǎǘŜǊŜŘ 9ƴŜǊƎȅ tǊƛŎŜǎ ¢ƻ wŜƳŀƛƴ ¦ƴŎƘŀƴƎŜŘ ƛƴ нлму ς мфέΣ ¢ƘŜ 9ŎƻƴƻƳist Intelligence Unit, 14 March, 
http://country.eiu.com/ArticleIndustry.aspx?articleid=1506518134&Country=Indonesia&topic=Industry&subtopic=Energy, 
last accessed 23 November 2018. 

http://country.eiu.com/ArticleIndustry.aspx?articleid=1506518134&Country=Indonesia&topic=Industry&subtopic=Energy
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Industri menengah Diatas 200 kVA 1,035.78 0.07 

Industri besar 30 MVA & Keatas 996.74 0.07 

Kantor pemerintah 6600 VA to 200 kVA 1,467.28 0.10 

Kantor pemerintah Diatas 200 kVA 1,035.78 0.07 

Penerangan Jalan Umum   1,467.28 0.10 

Penyediaan Khusus  1,644.52 0.11 

Sumber: PLN, 201814 

 
24. Analisis global oleh Carbon Tracker dari 6.685 pembangkit listrik tenaga batubara, mewakili 95% 
dari total kapasitas yang telah beroperasi di seluruh dunia dan sekitar 90% dari kapasitas pembangkit 
dalam proses pembangunan, menyimpulkan bahwa pada November 2018, lebih murah untuk 
membangun generasi EBT baru daripada melanjutkan untuk mengoperasikan sekitar 35% dari 
pembangkit batubara di seluruh dunia15. Lebih lanjut diproyeksikan bahwa pada tahun 2030, 
pembangkit EBT akan lebih murah untuk beroperasi daripada 96% dari  pembangkit listrik tenaga 
batubara yang ada dan yang direncanakan (pada awal tahun 2019). Pengecualian 4% dibuat untuk 
pasar dengan biaya bahan bakar yang sangat rendah, di mana batubara murah dan berlimpah dan 
dengan kebijakan yang tidak pasti untuk EBT. Studi ini juga melaporkan bahwa EBT akan lebih murah 
(saat ini)daripada 73% dari  pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang beroperasi di Indonesia 
pada tahun 2030. 

Tabel 2-4 Biaya Lingkungan dari Pembangkit Listrik Berbahan Fosil di Indonesia 

Type of Power Plant 
Carbon Intensity 
(CO2 kg/kWh) 

Cost of Environmental 
Damage (US Cents/kWh) 

Coal-fired Steam 922 2.45 

Oil-fired Steam 735 1.96 

Natural Gas-fired Steam 503 1.34 

Oil Combined Cycle 620 1.65 

Natural Gas Combined Cycle 407 1.08 

Gas Turbine (Natural Gas) 726 1.93 

Gas Turbine (Diesel) 1,230 3.27 

Diesel Generator 772 2.05 

Sumber: Anugerah Widiyanto, Seizo Kato, Naoki Maruyama, 200316 

 
14 PLN (2018) Tariff Adjustment for April ς June 2018, https://www.pln.co.id/statics/uploads/2018/05/Tariff-Adjustment-
April-Juni-2018-1.jpg, last accessed 19 November 2018. 
15 9ƳƳŀ CƻŜƘǊƛƴƎŜǊ aŜǊŎƘŀƴǘ όнлмуύ άwŜƴŜǿŀōƭŜǎ aŀȅ tǊƻǾŜ /ƘŜŀǇŜǊ ¢Ƙŀƴ фс҈ ƻŦ /ƻŀƭ tƭŀƴǘǎ ²ƻǊƭŘǿƛŘŜ ōȅ нлолέΣ 
greentech media, 29 November 2018, https://www.greentechmedia.com/articles/read/renewables-may-prove-cheaper-
than-96-of-coal-plants-2030?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily#gs.gQMp29o, last 
accessed 30 November 2018. 

16  !ƴǳƎŜǊŀƘ ²ƛŘƛȅŀƴǘƻΣ {ŜƛȊƻ YŀǘƻΣ bŀƻƪƛ aŀǊǳȅŀƳŀ όнллоύ ά9nvironmental Impact Analysis of Indonesian Electric 
Generation {ȅǎǘŜƳǎέΣ JSME International Journal Series B Fluids and Thermal Engineering, 46 (4) p. 650ς 659, Japan Society 
of Mechanical Engineers, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmeb/46/4/46_4_650/_article, last accessed 28 November 
2018.  

https://www.pln.co.id/statics/uploads/2018/05/Tariff-Adjustment-April-Juni-2018-1.jpg
https://www.pln.co.id/statics/uploads/2018/05/Tariff-Adjustment-April-Juni-2018-1.jpg
https://www.greentechmedia.com/articles/read/renewables-may-prove-cheaper-than-96-of-coal-plants-2030?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily#gs.gQMp29o
https://www.greentechmedia.com/articles/read/renewables-may-prove-cheaper-than-96-of-coal-plants-2030?utm_medium=email&utm_source=Daily&utm_campaign=GTMDaily#gs.gQMp29o
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmeb/46/4/46_4_650/_article
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25. Laporan Rugi-Laba PLN Tahun 2010 - 2017 memperlihatkan kondisi Keuangan PLN yang 
memperoleh keuntungan setelah subsidi sebesar 25,56 triliun rupiah pada tahun 2017. Secara 
terperinci laporan rugi laba PLN ditampilkan pada Tabel 2-5. 

Tabel 2-5 Laporan Rugi-Lapa PLN, 2010-2017 

Miliar IDR 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PENDAPATAN 
        

Penjualan tenaga 
listrik 

102.974 112.845 126.722 153.486 186.634 209.845 214.140 246.587 

Penyambungan 
pelanggan 

761 1.009 1.306 1.585 5.624 6.141 7.052 7.113 

Lain-lain 533 10 1.297 1.126 1.160 1.361 1.630 1.595 

Total pendapatan 
usaha 

104.267 114.840 129.325 156.197 193.418 217.347 222.822 255.295 

PENGELUARAN 
        

Pembelian tenaga 
listrik dan sewa 
diesel 

25.218 29.718 9.904 10.508 11.359 59.252 66.275 79.019 

Bahan bakar dan 
pelumas 

84.191 120.553 136.535 147.634 170.488 120.587 109.492 116.948 

Pemeliharaan 9.901 11.607 17.567 19.839 20.207 17.593 21.227 19.516 

Kepegawaian 12.954 13.197 14.401 15.555 15.749 20.321 22.660 23.125 

Penyusutan 12.559 13.917 19.499 21.894 23.618 21.419 27.512 29.161 

Lain-lain 4.286 4.405 5.209 5.481 5.489 6.840 7.284 7.707 

Total biaya 
operasional 

149.108 193.397 203.115 220.911 246.910 246.012 254.450 275.474 

Rugi-laba sebelum 
subsidi 

(44.841) (78.557) (73.790) (64.714
) 

(53.492) (28.665) (31.628) (20.179) 

Subsidi 
Pemerintah 

58.108 93.178 103.331 101.208 99.303 56.553 60.442 45.738 

Rugi-laba setelah 
subsidi 

13.267 14.621 29.541 36.493 45.811 27.887 28.814 25.559 

           Sumber: www.pln.co.id  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pln.co.id/
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26. Analisis terhadap laporan Rugi -Laba PLN Tahun 2010 - 2017 memperlihatkan bahwa kondisi 

keuangan PLN setelah subsidi menunjukkan peningkatan dari kondisi surplus dari 2010 sampai dengan 

2017 sebesar rata-rata 16% per tahun. Analisis secara rinci dijabarkan pada Tabel 2-6. 
 

Tabel 2-6 Analisis Rugi-laba PLN Berdasarkan Data, 2010-2017 

        2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rugi-laba sebelum subsidi 

(miliar IDR) 

(44.841) (78.557) (73.790) (64.714) (53.492) (28.665) (31.628) (20.179) 

Subsidi pemerintah (miliar 

IDR) 

58.108 93.178 103.331 101.208 99.303 56.553 60.442 45.738 

Rugi-laba setelah subsidi 

(miliar IDR) 

13.267 14.621 29.541 36.493 45.811 27.887 28.814 25.559 

Laba setelah subsidi / total 

pendapatan 

12.72% 12.73% 22.84% 23.36% 23.69% 12.83% 12.93% 10.01% 

Penjualan listrik (gWh) 147.297 156.289 172.178 185.535 196.419 200.600 213.455 223.530 

Rata-rata pendapatan dari 

penjualan listrik (IDR/kWh) 

699 722 736 827 950 1.046 1.003 1.103 

Biaya layanan rata-rata 

(IDR/kWh)  

1.012 1.237 1.179 119 1.257 1.226 1.192 1.232 

Rata-rata subsidi listrik per 

kwh (IDR) 

394.50 596.19 600.14 545.49 505.57 281.92 283.16 204.62 

Proporsi subsidi dalam biaya 

rata-rata 

38.97% 48.18% 50.87% 45.81% 40.22% 22.99% 23.75% 16.60% 

Perbedaan yoy dalam 

penjualan listrik (gwh) 

- 8.992 15.889 13.357 10.884 4.181 12.855 10.075 

Perbedaan yoy total biaya 

(miliar IDR) 

- 44.289 9.718 17.796 25.999 (898) 8.438 21.024 

Biaya marjinal dari 

pelayanan (rupiah) 

 4.925 611 1.332 2.388 -215 656 2.086 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019 

 

27. Dari hasil analisis laporan rugi-laba PLN, dapat disimpulkan beberapa hal: 

¶ Pendapatan rata-rata penjualan listrik meningkat secara stabil dari Rp 699/kWh pada 

tahun 2010 menjadi Rp 1.103/kWh pada tahun 2017 (baris 6; Tabel 2-6). 

¶ Biaya rata-rata pelayanan listrik meningkat dari Rp 1.012/kWh pada tahun 2010 menjadi 

Rp 1.232/kWh pada tahun 2017 (baris 7; Tabel 2-6). 

Perbedaan antara realisasi rata-rata dari penyediaan layanan dan biaya rata-rata 

pemberian layanan menyebabkan PLN melaporkan adanya kerugian (sebelum subsidi 

pemerintah) untuk masing-masing tahun antara 2010 dan 2017 (baris 1; Tabel 2-6, sama 

dengan keuntungan (kerugian) sebelum subsidi yang ditunjukkan pada Tabel 2-5). 

Pemerintah mensubsidi PLN hingga Rp 395/kWh pada tahun 2010 (39% dari rata-rata 

biaya pelayanan), dan meningkat menjadi Rp 600/kWh pada tahun 2012 (51% dari rata-

rata biaya pelayanan), hingga akhirnya turun pada Rp 204/kWh pada tahun 2017 (16,6% 

dari rata-rata biaya pelayanan).  

¶ Selama beberapa tahun total biaya operasional PLN ditanggung oleh pembayar pajak dan 

pengguna tarif listrik dalam proporsi berbeda-beda. Biaya marginal dari pendistribusian 

layanan listrik dihitung berdasarkan perubahan dari tahun ke tahun dengan 
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memperhitungkan total listrik yang terjual (setelah dikurangi rugi-rugi transmisi dan 

distribusi) dan perubahan tahun ke tahun dalam total biaya pengiriman layanan listrik.   

¶ Tidak ada pola yang terlihat dalam biaya marginal layanan listrik PLN (Tabel 2-6). PLN 

melaporkan laba tahunan setelah subsidi pemerintah pada tahun 2011 ς 2017, dengan  

proporsi subsidi tertinggi pada tahun 2014, yaitu sebesar 23,69% dari total pendapatan. 

 

Tabel 2-7 Biaya Marginal Penyediaan Layanan Listrik PLN Berdasarkan Produksi Listrik  

Menurut Sumbernya, 2011-2017 

 Biaya 
Marjinal 

(IDR)  

Produksi listrik berdasarkan sumbernya (GWh) 

 Hidro 
Uap ς 

Batubara  Turbin Gas Panas Bumi Diesel 

2011 4.925 12.419 77.737 36.551 9.371 42.186 

2012 611 12.801 100.710 45.276 9.417 29.870 

2013 1.332 16.923 110.421 50.257 9.410 26.691 

2014 2.388 15.156 119.605 54.465 10.036 25.909 

2015 (214) 13.740 129.807 57.649 10.048 19.213 

2016 656 19.370 134.069 65.316 10.656 32.113 

2017 2.086 16.797 134.798 53.562 11.560 12.919 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019 dan RUPTL 2018 ς 2027  

 

Tabel 2-8 Analisis Biaya Marginal Penyediaan Layanan Listrik Oleh PLN dan Produksi Listrik  

Menurut Sumbernya, 2011-2017  

 r-sq  INTERCEPT  Hidro 
Panas 
Bumi  

Uap ς 
Batubara  

Turbin 
Gas  Diesel 

0,1 
4851,19 
(1,1041) 

-0,2068 
(-0,7292)     

0,03 
5069,88 
(0,5442)  

-0,3362 
(-0,3645)    

0,44 
7886,51* 
(2,4929)   

-0,0538* 
(-1,9879)   

0,48 
8293,92* 
(2,656)    

-0,127* 
(-2,145)  

0,27 
-851,90 

(-0,4363)     

0,0940 
(1,3638) 

*significant at 95% 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019 dan RUPTL 2018 ς 2027  

 

28. Kontribusi Diesel dalam Total Biaya Pengiriman Layanan Listrik 

a. Variasi dalam Biaya Marginal PLN untuk penyediaan layanan listrik dijelaskan oleh jumlah 
listrik yang bersumber (dihasilkan oleh PLN dan juga dibeli dari entitas lain) dari 
pembangkit listrik tenaga batubara (menjelaskan 44% variasi jika dilihat secara terpisah) 
dan gas. Pembangkit listrik turbin (menjelaskan 48% variasi bila dilihat secara terpisah) 
dengan koefisien signifikan pada 95% (Tabel 2-8). 

b. Pembangkit listrik berbahan bakar diesel menghasilkan koefisien positif, yang 
menunjukkan bahwa listrik yang diambil dari penggunaan diesel meningkatkan biaya 
marginal dari pengiriman layanan listrik PLN. Meskipun koefisiennya tidak signifikan secara 
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statistik pada 95%, ini menjelaskan bahwa 27% variasi biaya marjinal selama periode 2011 
- 2017. 

c. Hasilnya menunjukkan bahwa PLN, ekonomi Indonesia, dan lingkungan global dapat 
mengambil manfaat dari penurunan kuantum daya yang diambil dari generator berbahan 
bakar diesel. Kemungkinan penggantian sebagian atau seluruh diesel yang digunakan oleh 
PV surya / RE lainnya digambarkan pada Tabel 2-9.  

 

Tabel 2-9 Penggunaan Diesel Berkecepatan Tinggi dalam Kiloliter untuk Pembangkit Listrik dan Perkiraan 

Konsumsi Bahan Bakar Diesel Tahun 2011-2017 

 
Penggunaan Diesel 

(kl) 
Listrik 

(GWh) dari 
diesel 

Konsumsi 
diesel 
/kWh 
(liter) 

kWh/yr/  
1MWp 

dari  
Solar- PV 

Penggantia
n bahan 
bakar 
diesel 
(liter) 

Tahun Swasta Sewa IPP Total 
    

2011 6.393.710 2.539.488 730 8.933.928 16.125,91 0,5540 1460000 808.856 

2012 3.36.7549 3.214.670 2241 6.584.460 18.913,02 0,3481 1460000 508.291 

2013 2.903.500 3.359.449 0 6.262.949 18.919,32 0,3310 1460000 483.310 

2014 2.439.629 3.619.931 3139 6.062.699 21.861,54 0,2773 1460000 404.891 

2015 1.519.044 2.847.190 2561 4.368.795 18.858,61 0,2317 1460000 338.224 

2016 1.167.939 1.959.928 1613 3.129.480 14.336,45 0,2183 1460000 318.701 

2017* 745.223 1.596.568 43006 2.384.797 
    

2017** 812.971 1.741.711 46916 2.601.597 16.532,32 0,1574 1460000 229.752 

*data hingga November 2017; **data ekstrapolasi hingga Desember 2017 dikalkulasikan oleh Sunderasan, 

2019 

Sumber: Penggunaan Diesel dari RUPTL 2018 ς 2027 dan Listrik dari Diesel dalam Statistik Ketenagalistrikan 

 

2.2.1 Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia 

29. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai 1.457.774 GtCO2e  
untuk 3 jenis gas yaitu CO2, CH4, dan N2O. Ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 432,152 
GCO2e dari tahun 200017. Meskipun menunjukkan adanya peningkatan, bila dibandingkan dengan 
tahun 2015 dengan GRK mencapai 2.372.509 GgCO2e, jumlah tersebut lebih rendah. Sektor utama 
yang berkontribusi mengeluarkan emisi adalah pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan  
lainnya/AFOLU (51,59%), diikuti oleh energi (36,91%), limbah (7,71%), dan Industrial Process and 
Product Use/IPPU (3,79%). 

 

 

 

 

 

 
17 Second Biennial Update Report (BUR) for UNFCCC 2018 
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Tabel 2-10 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia Tahun 2000 dan 2016 

No Sektor Tahun CO2 CH4 N2O Total 

1 Energi 2000 284.503 29.728 3.378 317.609 

2016 506.473 26.021 5.531 538.025 

2 IPPU 2000 42.391 70 149 42.610 

2016 53.892 82 1.286 55.260 

3 AFOLU 2000 510.140 50.912 39.518 600.570 

2016 638.542 61.486 52.110 752.138 

4 Limbah 2000 2.216 60.398 2.218 64.832 

2016 2.940 106.212 3.198 112.351 

Total (CO2-eq) 2000 839.250 141.108 45.263 1.025.621 

2016 1.201.847 193.801 62.125 1.457.774 

Persentase (%) 2000 81,83 13,76 4,41 100 

2016 82,46 13,29 4,26 100 

Sumber: Indonesia Second Biennial Update Report for UNFCCC, 2018 

30. Pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendapatan, dan perdagangan mendorong 
meningkatnya konsumsi batubara di Indonesia18. Indonesia dapat memproduksi sekitar 507 juta ton 
batubara pada tahun 2018, naik dari target sebelumnya 485 juta ton. Emisi CO2 dari penggunaan 
energi selama tahun 2017 diperkirakan mencapai 512 juta ton; dengan konsekuensi lingkungan yang 
merugikan bagi Indonesia dan seluruh dunia. 

31. Penggunaan bahan bakar batubara memberikan dampak signifikan pada lingkungan. Emisi CO2 
dari pembakaran batubara berkontribusi terhadap efek rumah kaca dan membuat lautan menjadi 
lebih asam19. Beberapa studi memaparkan bahwa penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit listrik 
tenaga batubara terkena dosis radioaktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat paparan orang 
yang tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembakaran batubara diketahui dapat 
melepaskan uranium dan thorium, dan produk sampingan berupa radium, radon, polonium, bismut 
dan timah20. 

2.2.2 Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia 

32. Laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencantumkan besar potensi 
energi terbarukan yang berhasil teridentifikasi hingga tahun 201521 mencapai 443 GW, dengan 
kapasitas terpasang baru mencapai 8.215,5 MW atau baru mencapai 1,9% dari total potensi EBT yang 
ada (KEN, 2017). Diharapkan bauran energi terbarukan, termasuk pemanfaatan energi pasang surut 
air laut dan penyebaran teknologi dan sistem baru seperti turbin arus laut hingga konversi energi 
termal (OTEC) mencapai 45.000 MW atau sebesar 23% pada tahun 2025 dan meningkat sebesar 
61.000 MW pada tahun 2030. 

 

 
18 Robi Kurniawan and Shunsuke aŀƴŀƎƛ όнлмуύ ά/ƻŀƭ /ƻƴǎǳƳǇǘƛƻƴΣ Urbanization and Trade Openness Linkage in 
LƴŘƻƴŜǎƛŀέΣ Energy Policy, 121 p. 576 ς 583. 
19 9ŎƻƴƻƳƛǎǘ όнлмпύά/ƻŀƭΥ ¢he Fuel of the FutureΣ ¦ƴŦƻǊǘǳƴŀǘŜƭȅέΣ ¢ƘŜ 9ŎƻƴƻƳƛǎǘ ǇǊƛƴǘ ŜŘƛǘƛƻƴΣ мфǘƘ !ǇǊƛƭΣ 
http://www.economist.com/news/business/21600987-cheap-ubiquitous-and-flexible-fuel-just-one-problem-fuel-future 
20 !ƭŜȄ DŀōōŀǊŘ ά/ƻŀƭ /ƻƳōǳǎǘƛƻƴΥ bǳŎƭŜŀǊ wŜǎƻǳǊŎŜ ƻǊ 5ŀƴƎŜǊέΣ hŀk Ridge National Laboratory, 
http://www.ornl.gov/info/ornlreview/rev26-34/text/colmain.html 
21 Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2014 dan RUPTL 2019 ς 2028  
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Tabel 2-11 Potensi dan Target Energi Terbarukan Indonesia 

No Jenis Energi Potensi (MW) Kapasitas Terpasang 
(MW) 

Pemanfaatan 

1 Panas Bumi 29.554 1.438,5 4,9% 

2 Air 75.091 4.826,7 6,4% 

3 Mini dan Mikro Hidro 19.385 197,4 1,0% 

4 Bioenergi 32.654 1.671,0 5,1% 

5 Surya 207.898 78,5 0,04% 

6 Angin 60.647 3,1 0,01% 

7 Laut/Gelombang Laut 17.989 0,3 0,002% 

 Total 443.208 8.215,5 1,9% 

* status update 2015 

Sumber: Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN); RUPTL 

2019-2028  

 

33. Perkembangan porsi pembangkit energi terbarukan di Indonesia berkembang cukup pesat 
dengan pertumbuhan terbesar pada pembangkit listrik tenaga air dan geotermal. Namun demikian, 
secara prosentase, pembangkit EBT menurun dari sebesar 16,6% menjadi 12,3% di tahun 2018, 
terutama dengan pesatnya pertumbuhan kapasitas pembangkit batubara.   

 

 

Gambar 2-8 Grafik Kapasitas Pembangkit EBT dan Prosentase EBT terhadap Total Kapasitas Pembangkit22 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019 

 

34. Hingga Oktober 2018, terdapat 6.671 unit pembangkit di Indonesia yang terdiri atas 5.921 unit 
milik PLN, 313 unit pembangkit swasta, dan 437 unit pembangkit sewa. Total kapasitas terpasang 
pembangkit yang dihasilkan mencapai 56.509,53 MW yang terdiri atas pembangkit PLN sebesar 

 
22 Diolah dari Statistik Ketenaga Listikan (ESDM) 2001-2018, Data PLN untuk total kapasitas 2018 
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40.486,60 MW, swasta 13.350,79 MW, dan sewa 2.672,14 MW. Jenis pembangkit yang masih 
mendominasi adalah PLTU Batubara sebesar 48,98%, disusul oleh PLTG/PLTGU/PLTMG sekitar 
26,82%, PLTD sekitar 11,78%, PLTA/PLTM sebesar 8,74%, PLTP sekitar 3,21%, dan 0,47% berasal dari 
Energi Baru Terbarukan (EBT) lainnya seperti biomassa dan surya23. 

 

Tabel 2-12 Target Energi Baru Terbarukan Hingga Tahun 2025 

Jenis Pembangkit 

Kapasitas 
Terpasang 
Pembangki
t (MW)* 

Target Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit (MW)* 

Total 
Kapasitas 
Terpasang 

2025 
(MW) 

Target 
Bauran 

EBT 2025 
(MW)***  

2018** 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

PLTA/PLTM 4.938,64 294 564 1234 200 350 1.686 3.074 12.340,64 21.000 

PLTP 1.814,30 190 151 147 455 245 415 2.759 6.176,30 7.200 

PLTBiomasa 167,54 12 139 60 357 50 103 19 907,54 5.500 

PLTBioFuel                   -  520 487 291 167 151 146 154 1.916,00  

PLTS 25,19 63 78 219 129 160 4 250 928,19 6.500 

PLT EBT Lain 
(Bayu dan 
Kelautan) 

71,07 - - 37 369 260 50 150 937,07 4.900 

Total Pembangkit 
EBT 

7.016,74 560 933 1.697 1.501 1.065 2.257 6.251 21.280,74 45.100 

Sumber:  
* RUPTL 2019 ς 2028  
** Realisasi kapasitas terpasang hingga Oktober 2018 
*** Lampiran II Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional 

 

35. Pengembangan EBT seringkali terhambat rendahnya keandalan sistem dan teknologi dalam 
mendukung pembangkit EBT yang bersifat intermiten dan dalam mendukung karakteristik konsumsi 
listrik di Indonesia, misalnya konsumsi listrik tertinggi terjadi pada sore hingga malam hari, namun 
teknologi solar PV saat ini tidak mampu memproduksi listrik pada malam hari sehingga membutuhkan 
media tambahan untuk penyimpanan listrik. 

36. Pencapaian bauran energi terbarukan masih rendah, sampai dengan akhir 2018 baru mencapai 
8% dari target nasional dalam RUEN sebesar 23% untuk dicapai dalam waktu 6 tahun mendatang. Agar 
dapat mencapai target suplai listrik berbasis energi terbarukan sebesar 45 GW pada tahun 2025, 
pemerintah harus menggenjot pembangunan pembangkit EBT minimal 5-6 GW per tahun. Tantangan 
dalam mencapai target bauran tersebut terutama terlihat dari lemahnya koordinasi antar stakeholder.  

37. Target pemerintah untuk mencapai bauran energy 23% dianggap tidak akan efektif jika tidak 
ada peraturan pelaksanaan lebih lanjut dan sanksi untuk memaksa pelaku atau stakeholder terkait 
untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun RUPTL telah memuat rencana untuk meningkatkan 
kapasitas energi terbarukan agar mencapai 23% dari bauran energi, dapat dipastikan bahwa rencana 
ini tidak mengikat dan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi aspek keuangan PLN. Dalam 
praktiknya, PLN menerapkan prinsip biaya paling rendah dalam menyediakan listrik, sehingga 
batubara masih popular sebagai sumber energi utama listrik. Selain itu, tidak ada peraturan dalam 
ketenagalistrikan yang memaksa PLN untuk meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan. 

 
23 RUPTL 2019 ς 2028 
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38. Dari pemetaan potensi EBT, Tenaga Air (Hydro) memiliki potensi yang paling besar yang 
mencapai 75 GW dengan realisasi 5,2 GW atau sekitar 1,19% dari potensi yang ada. Dari 75 GW 
tersebut, ditargetkan 18,3 GW digunakan untuk pembangkit listrik hingga 2025 (ESDM, 2016). Hampir 
tiga perempat dari potensi besar tenaga air berada di daerah yang permintaan dayanya rendah, 
seperti: Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sebagian besar sumber daya tenaga 
air berbasis di kawasan hutan lindung. Dalam sebuah studi yang berfokus pada 26 GW proyek yang 
ada, direncanakan, berjalan dan potensial di tahun 2011, diperkirakan hanya 8 GW yang dapat 
dikembangkan pada tahun 2027. Skenario berorientasi kebijakan memperkirakan bahwa 14,8 GW 
akan dikembangkan pada tahun 2027, dengan 20 proyek berlokasi di kawasan lindung (KESDM, PLN 
dan JICA 2011). 

39. Potensi tenaga air di Indonesia diperkirakan sekitar 75 GW di mana sekitar 34 GW diyakini dapat 
dimanfaatkan. Secara global, implementasi pembangkit listrik tenaga air selalu melibatkan 
pengelolaan masalah sosial, lingkungan dan politik yang kompleks, terutama dalam konteks sungai 
yang mengalir di berbagai negara. Lebih spesifik, IEA (2015) menjelaskan bahwa ketidaksesuaian 
geografis dalam ketersediaan sumber daya dan permintaan daya telah menghalangi ekspansi 
kapasitas pembangkit tenaga air. 

40. Sebagian besar pembangkit tenaga air berada di kawasan hutan lindung dan bergantung kepada 
pasokan air dari kawasan ini.  Selain itu, dibutuhkan penanganan yang proses pembangunan yang lama 
dari sejak survei pendahuluan sampai dengan masa operasi, terutama terkait dengan penyiapan dan 
penanganan masalah sosial, khususnya yang terkait dengan proses pembebasan lahan untuk kawasan 
yang akan digenangi untuk tampungan air pada PLTA skala besar. Disamping PLTA dengan skala besar, 
pengembangan PLTM/MH masih berpotensi dan berpeluang besar. Namun demikian, pembangunan 
PLTMH terkendala antara lain akibat adanya tumpang tindih perizinan dalam satu daerah aliran sungai 
dan kesulitan pengembang untuk mendapatkan pendanaan.  

41. Setelah potensi air, potensi EBT terbesar kedua di Indonesia adalah tenaga panas bumi 
(geothermal). Potensi Tenaga Panas Bumi di Indonesia yang sebesar 28,5 GW tersebar di 312 titik 
potensi panas bumi24 di seluruh wilayah Indonesia, sebagian besar berada di Sumatera dan Jawa 
dengan potensi yang mencapai sebesar 11.98 GW. Saat ini kapasitas terpasang pembangkit panas 
bumi mencapai 1808,5 MW, dan diharapkan dalam waktu kurang dari 7 tahun, Indonesia dapat 
menambahkan kapasitas PLTP sebesar 4362 MW. Pemerintah telah mengupayakan implementasi 
Dana Panas Bumi (Geothermal Fund) untuk memperkuat dan memitigasi risiko eksplorasi.  

42. Pengembangan PLTP menghadapi berbagai kendala seperti perizinan, akses, proses pengadaan, 
kualitas data, dan pendanaan. Selain itu, keluarnya Permen No. 50 Tahun 2017 menjadi salah satu isu 
yang mengemuka dari berbagai stakeholder geotermal. Pemberlakuan tarif yang memakai patokan 
BPP (Biaya Pokok Pembangkitan) menjadi kendala besar untuk pengembangan PLTP, terutama di 
kawasan barat Indonesia dimana BPP rata-rata lebih kecil dari BPP nasional. Keluarnya Permen No. 38 
Tahun 2018, dari kacamata pengembang, menambahkan daftar isu yang menjadi kendala dalam 
percepatan pemanfaatan panas bumi untuk ketenagalistrikan. 

43. PLN dan Masdar (Uni Emirat Arab) pada bulan November 2017 mengadakan perjanjian untuk 
mengembangkan pembangkit solar PV terapung 200 MW, meliputi 225 hektar di atas Waduk Cirata, 
Jawa Barat. Waduk Cirata seluas 6.000 hektar menjadi PLTA 1.000 MW dan proyek solar PV ini 
diharapkan akan mendapat manfaat dari infrastruktur transmisi yang ada. Susunan solar PV dapat 

 
24 Hasil penyelidikan panas bumi oleh Badan Geologi sampai dengan tahun 2013 
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menutup air dari paparan sinar matahari sehingga mengurangi penguapan dari reservoir25. Proyek 
kerjasama akhirnya tertunda karena kendala kontrak dan teknis. 

44. Potensi EBT terbesar ketiga di Indonesia adalah Bioenergi, yang mencapai 32,6 GW dengan 
realisasi hingga 2016 baru mencapai 1,84 (0,4%) dari total potensi yang ada.26 Indonesia merupakan 
produsen biodiesel terbesar keempat di dunia pada tahun 2014, setelah Amerika Serikat, Brasil dan 
Jerman (REN21, 2018). Sebagian besar biodiesel yang dihasilkan Indonesia dipasarkan ke luar negeri, 
khususnya Uni Eropa. Namun kondisi ini mengalami penurunan sejak tahun 2014 dengan adanya 
kebijakan anti-dumping oleh Uni Eropa pada November 2013. Pada tahun 2009 produksi diperkirakan 
mencapai 190 juta liter dan pada 2014 meningkat hingga 3.961 juta liter. Jumlah kilang bio meningkat 
dari 7 kilang pada tahun 2009 menjadi 32 kilang pada 2017.  Produksi biodiesel mencapai puncaknya 
pada tahun 2016 dengan capaian produksi sebesar 3,6 juta KL (kilo liter). Meskipun produksi relatif 
meningkat, kapasitas terpakai masih berada di bawah 50%.  

45. Permen ESDM No. 12 tahun 2015 menetapkan kewajiban pangsa BBN terhadap BBM solar 
sebesar 20% pada tahun 2016. Berdasarkan Laporan USDA (2017), tingkat campuran (blending rate) 
masih berada dikisaran 10% pada 2016. Hal ini berarti bahwa belum semua dari tiga sektor - sektor 
public service obligation (PSO), sektor non-PSO, sektor industri dan komersial - menyerap BBN 
(Biodiesel)27. Dengan kata lain, konsumsi biodiesel secara nasional belum cukup untuk mencapai 
target B20. 

46. Hambatan produksi dan pemanfaatan biodiesel terdiri dari beberapa faktor: i) produksi 
biodiesel kurang bertumbuh dengan baik karena kerangka kebijakan yang tidak saling mendukung, ii) 
masih terdapat permasalahan teknis di teknologi produksi biodiesel di Indonesia, sehingga produksi 
biodiesel menjadi tidak sesederhana yang diharapkan, iii) rantai pasok produksi biodiesel masih 
bergantung pada pasokan CPO dari berbagai sumber dengan kualitas yang seringkali tidak memenuhi 
standar, iv) pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan energi di Indonesia 
yang tidak saling mendukung, v) kebijakan anti dumping Uni Eropa terhadap biodiesel dari Indonesia 
karena biodiesel Indonesia diduga mendapat subsidi, vi) pengembangan bioenergi pada akhirnya 

 
25 ¢ƻƳ YŜƴƴƛƴƎ όнлмтύ άaŀǎŘŀǊ ŀƴŘ LƴŘƻƴŜǎƛŀƴ tƻǿŜǊ Dƛŀƴǘ ǘƻ .ǳƛƭŘ ²ƻǊƭŘΩǎ [ŀǊƎŜǎǘ CƭƻŀǘƛƴƎ {ƻƭŀǊ tƭŀƴǘέΣ PV ς Tech, 28 
November, https://www.pv-tech.org/news/masdar-and-indonesian-power-giant-to-build-worlds-largest-floating-solar-pl, 
last accessed 24 November 2018. 
26 Kebijakan Inovasi untuk Pengembangan Bioenergi, KESDM, 2018. 
http://drn.go.id/files/2018/SP%201%20DRN/SESI_A_2__Mr__Trois_Dilisusandi_DRN_Kebijakan_Inovasi_untuk_Bioenergi-
compressed.pdf  
27 Berdasarkan UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pemerintah dapat memberikan penugasan 
khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan 
tujuan kegiatan BUMN. Penugasan ini dikenal sebagai kewajiban pelayanan umum atau Public Service Obligation (PSO). 
Pendanaan untuk PSO diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk subsidi.  

Kotak 1 
Beberapa faktor penting yang meningkatkan kapasitas solar PV di berbagai negara yaitu: 

¶ Proyek solar PV dalam beberapa tahun terakhir berkembang secara besar-besaran dan bersamaan di beberapa 
negara karena biaya per unit yang lebih rendah dan biaya margin yang lebih tinggi untuk pengembang 

¶ Keberadaan sumberdaya matahari yang andal dan dapat dieksploitasi 

¶ Proses perencanaan dan perizinan yang sederhana 

¶ Akses yang mudah terhadap infrastruktur dan jaringan 

¶ Tingkat kepercayaan yang tinggi di antara pengembang terhadap proyek yang akan berjalan sesuai perjanjian 

¶ Tidak ada hambatan terhadap impor teknologi 
Kondisi tersebut perlu diadopsi Indonesia untuk dapat meningkatkan pertumbuhan solar PV. 
 
Sumber: Richard Bridle et al (2018) 

https://www.pv-tech.org/news/masdar-and-indonesian-power-giant-to-build-worlds-largest-floating-solar-pl
http://drn.go.id/files/2018/SP%201%20DRN/SESI_A_2__Mr__Trois_Dilisusandi_DRN_Kebijakan_Inovasi_untuk_Bioenergi-compressed.pdf
http://drn.go.id/files/2018/SP%201%20DRN/SESI_A_2__Mr__Trois_Dilisusandi_DRN_Kebijakan_Inovasi_untuk_Bioenergi-compressed.pdf
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masih akan selalu meninggalkan permasalahan bagi lingkungan, terutama kaitannya dengan 
pembukaan lahan dan deforestasi. Terkait dengan kebijakan penggunaan biodiesel yang diberlakukan 
pemerintah melalui pelaksanaan B20, peningkatan harga CPO dapat mempengaruhi peningkatan 
harga biodiesel dan dapat menyebabkan tingginya kesenjangan harga biodiesel dengan harga solar. 
Hal ini membutuhkan mekanisme yang matang untuk mempertahankan iklim usaha yang kondusif 
untuk mendorong komersialisasi peningkatan produksi BBN. 

47. Dukungan pemerintah provinsi masih relatif lemah untuk dapat mendorong perusahaan 
pengolah minyak kelapa sawit skala kecil untuk mengembangkan biodiesel, misalnya dengan 
pemberian insentif atau kemudahan pemberian izin usaha. Selain itu, dukungan masyarakat dalam 
bentuk mengkonsumsi biodiesel untuk berbagai aktivitas ekonomi juga dinilai masih sangat 
minimarena harga biodiesel yang belum bersaing dengan BBM fosil.  

48. Untuk pembangkit tenaga surya, Indonesia bagian timur, khususnya Bali, Lombok, Kupang, 
Manado, Palu, Makasar, Gorontalo, Ambon, dan Ternate menunjukkan potensi yang tinggi28. Potensi 
tersebut diperkirakan dapat melebihi 500GWp30, meskipun dalam kenyataannya, ruang lingkup untuk 
pemasangan instalasi solar PV dibatasi oleh ketersediaan ruang atap, luas lahan dan kapasitas jaringan 
listrik, sehingga potensi yang mungkin dapat dikembangkan berkisar di 47,20 GWp. 

49. Potensi Bayu/Angin di Indonesia tersebar di 35 lokasi di Indonesia yang mempunyai potensi 
angin yang ideal dengan kecepatan angin lebih dari 5 meter per detik pada ketinggian 50 meter. 
Daerah yang mempunyai kecepatan angin cukup tinggi diantaranya Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa 
Tenggara Timur (NTT), pantai selatan Jawa dan pantai selatan Sulawesi. Rencana Umum Energi 
Nasional (RUEN) menyebutkan bahwa potensi tenaga angin Indonesia mencapai 60.647,0 MW untuk 
kecepatan angin 4 meter per detik atau lebih. Kapasitas terpasang dari tenaga bayu pada tahun 2015 
diperkirakan sebesar 3,1 MW dengan pemanfaatan sebesar 0,01%. Awal tahun 2016, kapasitas tenaga 
angin terpasang mencapai 9,4 MW. 

50. Pada 2018, PLTB Sidrap dengan kapasitas 75 MW diresmikan.. PLTB Sidrap dibangun atas 
dukungan investor Filipina, Ayala. Proyek ini dikembangkan oleh PT UPC Sidrap Bayu Energy, sebuah 
perusahaan proyek bersama UPC Renewables, PT Binatek Energi Terbarukan dan AC Energy31 (Ayala 
Corporation) dengan skema pembiayaan pinjaman dari US Overseas Private Investment Corporation 
(AS ς OPIC). PLTB Sidrap bekerja dengan 30 unit turbin Gamesa dengan kapasitas masing masing 
sebesar 2,5 MW32. Selain Sidrap, terdapat 23 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang 
sedang dikembangkan oleh Independent Power Producer (IPP). Penambahan kapasitas antara tahun 
2019 dan 2030 diasumsikan mengikuti peningkatan yang dibutuhkan untuk mencapai target yang 
ditetapkan untuk tahun 2025 dan 2030. 

51. Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Laut/Ombak masih berada pada tahap pengembangan 
yang relatif baru, terutama untuk turbin terapung. Masih diperlukan studi dan pengumpulan data 
lapangan dari berbagai lokasi yang memungkinkan penyebaran turbin arus laut skala komersial di 

 
28 Meita Rumbayan, Asifujiang Abudureyimu and Ken bŀƎŀǎŀƪŀ όнлмнύ άaŀǇping of Solar Energy Potential in Indonesia 
¦ǎƛƴƎ !ǊǘƛŦƛŎƛŀƭ bŜǳǊŀƭ bŜǘǿƻǊƪ ŀƴŘ DŜƻƎǊŀǇƘƛŎŀƭ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ {ȅǎǘŜƳέΣ Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, p. 
1437 ς 1449 
30 IRENA (2017), Renewable Energy Prospects: Indonesia, a REmap analysis, International Renewable Energy Agency 
(IRENA), Abu Dhabi, p. 54 and 67 of 108 
31 AC Energy (Ayala Corporation) had previously won the bid for Salak and Darajat geothermal plants in West Java in year 
2017 
32 https://www.upcrenewables.com/pf/sidrap/, last accessed 23 November 2018 

https://www.upcrenewables.com/pf/sidrap/
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Indonesia dalam jangka panjang35. Meskipun memiliki potensi kelautan yang tinggi, hingga saat ini 
belum terdapat pabrikan teknologi konversi energi laut menjadi listrik yang andal dan mampu 
beroperasi komersial selama 5 tahun 

52. Pengembang proyek energi terbarukan kelautan, SBS Energi Kelautan, yang merupakan bagian 
dari SBS International Group yang berbasis di Inggris, dilaporkan telah membuat Ψƪeputusan investasi 
ŀƪƘƛǊΩ ǳƴǘǳƪ ƳŜƴƎƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǎƛƪŀƴ ǇǊƻȅŜƪ мн a² Řƛ {Ŝƭŀǘ [ƻƳōƻƪ yang merupakan fase pertama 
dari 150 MW proyek aliran gelombang laut Nautilus yang berlokasi di selat Lombok. Perjanjian 
pengembangan lokasi eksklusif dengan PLN pertama kali ditandatangani pada tahun 2015 dan 
diperpanjang pada tahun 2017. Generator turbin gelombang laut 12 MW dijadwalkan akan digunakan 
pada bulan Desember 2020 dan seluruh daya sebesar 150 MW akan digunakan pada tahun 2023. 
Tenaga listrik yang dihasilkan dari turbin akan dijual ke PLN dengan PPA/PJBL selama 30 tahun36.  

 
35 5ŀǊƛǳǎ {ƴƛŜŎƪǳǎ ά¢ǳǊƴƛƴƎ the World of Marine PƻǿŜǊ ¦ǇǎƛŘŜ 5ƻǿƴέΣ Recharge News, 25 November 2012, 

https://www.rechargenews.com/magazine/847166/turning-the-world-of-marine-power-upside-down, last 
accessed 24 November 
2018. 
36 http://www.sbsintl.com/nautilus-150mw-project.html, last accessed, 23 November 2018. 

Kotak 2 
Potensi biofuel atau bahan bakar nabati (BBN) yang besar memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk 
mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Mempertimbangkan bahwa cadangan minyak bumi 
Indonesia diperkirakan akan habis dalam sebelas atau dua belas tahun ke depan (dengan asumsi produksi 
konstan 800.000 barel per hari), pemerintah mendorong penggunaan BBN untuk mengurangi konsumsi BBM.  
 
Beberapa tanaman komoditas pertanian dapat dijadikan sumber bahan baku biofuel seperti kelapa sawit dan 
jarak pagar untuk menghasilkan biodiesel, dan ubi kayu serta tebu untuk menghasilkan bioethanol. Produksi 
minyak sawit mentah (crude palm oil - CPO) pada 2010 sebesar 22,0 juta ton, dan meningkat menjadi 31,1 juta 
ton pada 2015 (BPS, 2016). Sekitar 75% dari total produksi CPO Indonesia diekspor, menghasilkan Rp 275 triliun 
sumbangan bagi pendapatan nasional pada 2014 (Jelsma dkk. 2017). Ekspor kelapa sawit menyumbang sekitar 
29,5% dari ekspor hasil industri, atau 4,9% dari total ekspor pada 2016 (Bank Indonesia, 2017). Dengan besarnya 
kontribusi tersebut, CPO dipandang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian sekaligus 
menopang industri bioenergi di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan biofuel di 
Indonesia, yaitu: 

a. Masih tingginya orientasi pada penggunaan bahan bakar yang berasal dari energi fosil. Hal ini terlihat 
dari harga minyak diesel yang masih disubsidi sehingga membuat harga biodiesel kurang dapat 
bersaing.  

b. Adanya biaya tambahan dalam proses perubahan palm fatty acid distillate (PFAD) menjadi refined, 
bleached, and deodorized (RBD) palm olein berimplikasi pada biaya produksi biodiesel yang tinggi.  

c. Pelaksanaan kewajiban penyerapan biodiesel oleh perusahaan,lembaga public service obligation (PSO) 
maupun oleh perusaan transportasi non-PSO serta sektor industri dan komersial untuk mencapai target 
bauran, belum berjalan dengan lancar.  

d. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi mempunyai 
wewenang atas urusan penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati 
(biofuel) sebagai bahan bakar alternatif dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per 
tahun. Akan tetapi, peraturan di tingkat provinsi terkait pengembangan biodiesel di daerah masih 
sangat minim karena pemerintah daerah masih memandang biodiesel adalah ranah kebijakan energi 
dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah masih belum mendorong secara optimal berkembangnya 
biodiesel di daerah setempat 

e. Dari sisi tata kelola, sebagian produksi biodiesel masih tergantung kepada pasokan yang fluktuatif 
dengan kualitas yang lebih rendah. Mengingat permintaan dunia atas biodiesel cenderung meningkat, 
penting untuk memastikan bahwa biodiesel dihasilkan melalui porses yang terlacak dan praktik-praktik 
berkelanjutan.  
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2.2.3 Implementasi DMO Batubara 

53. Pemerintah Indonesia menetapkan pemberlakuan Domestic Market Obligations (DMO) yang 
harus dipenuhi oleh pemegang hak pertambangan batubara untuk memasok sebagian dari produksi 
mereka untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik 
bertenaga batubara.37 Dalam memenuhi permintaan domestik, pemerintah memberlakukan harga 
domestik sebesar 70 USD/ton untuk batubara dengan kandungan kalori kotor (gross calorific value) 
GAR (gross air received)38 lebih dari 6.000 Kcal/kg, dan 43 USD/ton untuk kandungan 4.500-6.000 
Kcal/kg, dan sebesar 37 USD/ton untuk kandungan yang kurang dari 4.500 Kcal/kg. Pemberlakukan 
DMO ini dipandang memberatkan bagi pemilik tambang karena mereka tidak dapat memperoleh 
keuntungan dari penjualan di pasar domestik. Namun, pemerintah memberikan kelonggaran bagi para 
pemilik tambang untuk meningkatkan produksi mereka sebesar 10% dari kapasitas produksi yang 
diizinkan dengan adanya DMO. 39 

54. Regulasi ini diharapkan dapat mengurangi tekanan commercial risks yang dihadapi oleh PLN 
terutama dengan volatilitas harga batubara di pasar internasional. Volatilitas harga batubara yang 
cenderung naik menyebabkan meningkatnya harga produksi yang kemudian menjadi beban bagi 
pemerintah untuk memberikan subsidi kepada PLN untuk menutup kekurangan pendapatan usaha 
karena tarif listrik di tingkat pelanggan tidak mengalami perubahan atau kenaikan. Berlakunya 
penetapan harga domestik memberikan sedikit keleluasaan bagi PLN untuk mengoperasikan 
penyediaan pelayanan listrik kepada masyarakat untuk masa dua tahun terhitung dari Januari 2018.  

55. Pemberlakuan harga batubara domestik secara signifikan menurunkan harga BPP dari 11,51 
cent USD/kWh pada tahun 2014 menjadi sebesar 7,11 US cent/kWh pada tahun 2018, dan kemudian 
meningkat sedikit pada tahun 2019 yang menjadi sebesar 7,80 UScent/kWh. Dalam pengoperasian 
pembangkit, dengan harga yang telah ditetapkan sebesar 70 USD/ton yang dimulai dari awal 2018, 
mendorong meningkatnya konsumsi batubara domestik. Implementasi DMO mampu mendorong 
turunnya BPP dari 9,72 UScent/kWh menjadi 7,11 UScent/kWh (turun 26,84%). Sebaliknya, 
pemberlakuan harga DMO memberikan tekanan kepada pengembangan energi terbarukan, terutama 
dengan penetapan harga tarif listrik dari energi terbarukan yang mereferensi ke BPP. 

 
37 Permen ESDM No. 8 Tahun 2018 
38 gross air-received merupakan nilai kalori sampel dari batubara yang dianalisis di laboratorium yang kemudian nilai 
tersebut diperhitungkan kembali dengan asumsi mengandung kandungan kelembaban sesuai dengan nilai yang diperoleh 
pada pada saat sampling diambil di tempat penumpukan atau sepanjang ban berjalan atau di tempat pengambilan 
sampling lainnya 
39 RŜǳǘŜǊǎ όнлмуύ άLƴŘƻƴŜǎƛŀ /ŀǇǎ 5ƻƳŜǎǘƛŎ /ƻŀƭ tǊƛŎŜ ŀǘ Ϸтл ǇŜǊ ǘƻƴƴŜ ŦƻǊ н ȅŜŀǊǎέΣ Economic Times, 9 March, 
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/coal/indonesia-caps-domestic-coal-price-at-70/t-for-2-years/63227735, last diakses 
23 November 2018. 

https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/coal/indonesia-caps-domestic-coal-price-at-70/t-for-2-years/63227735
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Gambar 2-9 Trend Biaya Pokok Produksi Rata-rata PLN (2014-2019)40 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019 

56. Kontribusi batubara dalam total biaya penyediaan layanan listrik di Indonesia dapat dilihat dari 
hubungan antara harga batubara yang berlaku untuk pembangkit listrik di Indonesia dan jumlah 
batubara yang dikonsumsi yang menunjukkan kurva permintaan dengan karakteristik "normal good", 
yaitu konsumsi batubara untuk pembangkit listrik (dalam juta ton) cenderung menurun seiring dengan 
kenaikan harga yang berlaku. Kurva permintaan batubara menggambarkan bahwa seandainya 
produsen listrik di Indonesia membeli batubara dengan harga pasar Asia (dan bukan dengan harga 
HBA), selama periode 2011 - 2017, total konsumsi batubara dapat berkurang dari 387,58 juta ton 
menjadi 382,56 juta ton (skenario kontra faktual), parameter lain tetap tidak berubah.  

 

 Gambar 2-10 Konsumsi Batubara untuk Pembangkit Listrik di Indonesia 
Sumber: Sunderasan, 2019. 

 
40 https://m.katadata.co.id/berita/2019/04/11/beban-meningkat-pln-pastikan-tarif-listrik-2019-tidak-naik (diakses 30 April 
2019) dan https://petrominer.com/%EF%BB%BF%EF%BB%BFperkembangan-bpp-dan-tarif-tenaga-listrik/ (diakses 30 April 
2019) 
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57. Penetapan pagu harga batubara domestik yang ditetapkan pada USD 70 untuk periode 1 Januari 
2018 - 31 Desember 2019 berimplikasi mendorong peningkatan konsumsi batubara di pasar domestik. 
Sektor listrik telah mengkonsumsi 82,2 juta ton pada tahun 2017, dan mengkonsumsi sekitar 88,50 
juta ton pada tahun 2018 dan 96 juta ton pada tahun 2019 atau naik sebesar 7,66% dan 8,47% untuk 
2018 dan 2019. Selain itu, pemerintah telah mengizinkan para penambang batubara untuk 
mengajukan kenaikan 10 % kuota produksi jika memasok PLN dengan potongan harga yang disetujui 
untuk tahun ini.  Konsekuensi dari kebijakan ini dapat berimplikasi pada pasar global karena adanya 
kenaikan ekspor untuk pasokan produksi. 41 Pada bulan September 2018, pagu produksi batubara 
dinaikkan menjadi 507 juta ton, dari dengan target sebelumnya 485 juta ton -- peningkatan pasokan 
diperkirakan akan dapat menekan harga batubara di internasional yang pada saat yang sama 
menambah emisi global dari negara-negara importir. 

 
 

 
41     Bernadette Christina MunthŜ ŀƴŘ ²ƛƭŘŀ !ǎƳŀǊƛƴƛ όнлмуύ ά¦ǇŘŀǘŜ м ς Indonesia 2018 Coal Output Target Now Around 

507 mln T- Energȅ aƛƴƛǎǘǊȅέΣ Reuters, 26 September, https://www.reuters.com/article/indonesia-coal/update-1-indonesia-
2018-coal-output-target-now-around-507-mln-t-energy-ministry-idUSL4N1WC2ZS, last accessed 23 November 2018. 

https://www.reuters.com/article/indonesia-coal/update-1-indonesia-2018-coal-output-target-now-around-507-mln-t-energy-ministry-idUSL4N1WC2ZS
https://www.reuters.com/article/indonesia-coal/update-1-indonesia-2018-coal-output-target-now-around-507-mln-t-energy-ministry-idUSL4N1WC2ZS
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3. Analisis Kondisi Energi Terbarukan Indonesia 

58. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia pada prinsipnya lebih pada tahapan 

pengembangan pasar dan komersialisasi42. Pada tahapan ini tantangan terbesar yang dihadapi dalam 

mendorong penetrasi energi terbarukan sering disebut dengan lock-in. Kondisi lock-in adalah situasi 

dimana pasar dari incumbent technology (terutama dari energi fosil) sudah berada pada posisi yang 

matang, sehingga tidak lagi membutuhkan learning curve yang signifikan. Matangnya teknologi 

tersebut secara ekonomis memberikan nilai yang relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif 

dari energi terbarukan yang masih berada pada tahapan awal dari learning curve.  

 

59. Dalam pengembangan energi terbarukan, terutama untuk negara berkembang, Hoorn et al. 
s(2015) merincikan bahwa terdapat tiga elemen penting yaitu: i) rantai pasar (market chain); ii) input, 
pendanaan, dan layanan; dan iii) lingkungan yang mendukung (enabling environment). Dengan 
mendasarkan pada kerangka tersebut, penguatan market chain merupakan aspek penting dan saat ini 
sudah menjadi perhatian dari berbagai pihak. Namun demikian, dua aspek lainnya juga memiliki fungsi 
yang signifikan dalam pencapaian keberhasilan pengembangan energi terbarukan. 

 

Gambar 3-1 Kerangka Pengembangan Energi Terbarukan 

Sumber: Franz et al., 2015. 

 
42 Wüstenhagen, R. and Menichetti, E. (2012) Ψ{ǘǊŀǘŜƎƛŎ ŎƘƻƛŎŜǎ ŦƻǊ ǊŜƴŜǿŀōƭŜ ŜƴŜǊƎȅ ƛƴǾŜǎǘƳŜƴǘΥ /ƻƴŎŜǇǘǳŀƭ ŦǊŀƳŜǿƻǊƪ 
and opportunities for furtheǊ ǊŜǎŜŀǊŎƘΩΣ 9ƴŜǊƎȅ tolicy, 40(1), pp. 1ς10. 
















































































































































































